KEWARISAN AHLI WARIS ZA WI AL-ARHAM DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD
01350796

PEMBIMBING
1. DRS. RIYANTA, M.Hum
2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005



ABSTRAK

Suatu kematian yang dialami setiap manusia akan berakibat pada
pengaturan harta yang ditinggalkan dan kepada siapa yang berhak
mendapatkannya. Berkaitan dengan hal itu, ditentukan orang-orang yang berhak
dan bagian-bagian yang telah ditetapkan secara jelas, sesuai dengan kedekatan
seseorang dengan si pewaris. Pengelompokan ahli waris dalam Kewarisan Islam
ada tiga kelompok, yakni : Zaws al-furud, ‘asabah dan zawi al-arfiam.. Begitupun
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari ijma lokal Indoneisa, mengakui
ketiga golongan tersebut, yakni Zawi al-furud dan ‘asabah, sebagaimana yang
tertera dalam Pasal 174. Adapun Zawi al-arham sebagai ahli waris yang berhak
menerima harta pusaka terakomodir secara tersirat dalam Pasal 185. Hal ini, yang
menjadikan kedudukan ahli waris zaws al-arham berbeda penerapan
keberlakuannya sebagai upaya KHI mengakomodirnya dengan jalan penggantian
ahli waris bagi anak yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pada
pewaris. Sedangkan dalam kewarisan Islam keberhakannya baru ketika tidak
adanya Zzawi al-furud atau‘asabah. Pada saat dihadapkan kasus kewarisan
kakek(pewaris) yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak
perempuan telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan keturunan. Di sini,
kewarisan Islam tidak memberikan bagian harta pusaka dan KHI memberikan
harta pusaka kepada cucu pewaris. B

Melihat persoalan di atas, kedudukan ahli waris zaws al-arham di dalam
Kompilasi Hukum Islam sebagai kelompok yang berhak atas harta peninggalan
pewaris mendapat angin segar. Menunjukkan KHI lebih mengakomodir ahli waris
zawi al-arfam dengan membawa kebaikan bagi keturunan anak baik dari anak
laki-laki maupun anak perempuan. Dari paparan di atas dapat diambil pertanyaan
yang mendasar akan sejauhmana kedudukan ahli waris zaws al-arfiam dulam KHI
sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka. Pendekatan yang digunakan
adalah normatif artinya mencoba menggali penggolongan ahli waris dalam KHI
khususnya mengenai kedudukan ahli waris Zaws al-arham sebagai solusi
permasalahan kewarisan. Kedudukan ahli waris zawi al-arham tersebut kemudian
dihubungkan dengan kewarisan Islam yang mengakui keberadaannya sebagai ahli
waris golongan ketiga. y

Kesimpulan yang dapat diambil terhadap hak waris zaw/ al-arham dalam
KHI, ahli waris zaw: al-arham merupakan hasil ijtihad ulama karena dalil-dalil
yang digunakan masih umum. Oleh sebab itu, KHI berhak tidak sependapat
dengan pemikiran ulama tersebut, dan lebih memilih pendapat yang sesuai dengan
karakter masyarakat Indonesia dengan menetapkan keberlakuan ahli waris
pengganti sebagai solusi kewarisan yang secara tersirat lebih menjadikan
kebaikan bagi ahli waris zaws al-arham, karena dengan jalan penggantian tersebut
keturunan anak, keturunan saudara, kakek dan nenek menjadikan terangkat
haknya serta tidak semua ahli waris pengganti yang ada dalam KHI adalah ahli
waris zawi al-arham, dikarenakan adanya ahli waris yang bukan termasuk dari
golongan seperti anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, kakek, nenek
dan lain sebagainya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor:
0543b/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No. Arab Nama Latin Nama
1. | alif - Tidak dilambangkan
2. < ba’ b -
3y < ta’ t .
4, ¥ sa' 8 s dengan titik di atas
5. z jim j -
6. C ha' h ha dengan titik di bawah
7. ¢ kha’ kh -
_ 8. > dal d .
9. 5 zal z zet dengan titik di atas
10. J ra’ r L
11. ¥ zai z -
12, o sin S -
13. B2 syin sy -
14. P sad S es dengan titik di bawah
15. P dad d de dengan titik di bawah
76. b ta’ t te dengan titik di bawah
17. b za’ z zet dengan titik di bawah
18. ¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
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19. ¢ gain g -
20. I fa’ f -
21. S qaf q -
22, 4 kaf k -
23. J lam 1 .
24. ¢ mim m -
25. J nun n -
26. P waw w -
27. —n ha’ h -
28. B hamzah ? apostrop
29. S ya’ Y )
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
. cemeemees fathah a a
2y || = memens kasrah i i
- dammah u u
Contoh:
S - Kataba wady — Yazhabu
Jt — Swila 5> = Zukira
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2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
I, - Fathah dan ya’ ai adani
pa ;—- Fathah dan waw au adanu
Contoh:
S Kaifa Js . Haula

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trasliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Vokal Nama Latin Nama
1. — Fathah dan alif a a bergaris atas
2; © Fathah dan alif layyinah a a bergaris atas
3 . kasrah dan ya’ T 1 bergaris atas
4, J dammah dan waw u u bergaris atas
Contoh:
Oyt : Tuhibbiina OV 1 al-Insan
P : Rama J& 1 Qila




D. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi 7a’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”,

contoh: kil 58" ;  : Zakat al-fitri atau Zakah al-fitri

2. Transliterasi 7a’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: db - Talhah

3. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “a/” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3V &3y - Raudah al-Jannah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:
Loseh : Muhammad
34 : al-wudd

F. Kata Sandang “Ji
1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditulis dengan

menggunakan huruf “/ .

Contoh:0f & : a/l-Qurian
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2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan  huruf  syamsiyyah yang mengikutinya, dengan
menghilangkan huruf/ (el) nya.

Contoh:
LW : as —Sunnah
G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun
dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam
bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital

pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:
1A sl : al-Imam al-Gazall
U At : as-Sab ‘v al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf
atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

e

b : Nasrun minallahi

et Y1 Lillahi al-Amr jamia

xit



H. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (*) atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:
ol aghe s\l 1 Thya’ ‘Ulum ad-Din

I. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

O e b & o 3 : wa innallaha lahuwa khair ar-Razigin
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kematian yang dialami oleh setiap manusia menimbulkan upaya
pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan
kepemilikan harta tersebut.' Harta yang ditinggalkan tersebut terjamin dari orang
lain yang tidak berhak, sehingga memerlukan pengaturan atau landasan tentang
siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya dan bagaimana cara
mendapatkannya.

Islam mengatur peralihan ata;pun pembagian harta pusaka tersebut kepada
ahli warisnya dalam suatu disiplin ilmu tersendiri, dengan sebutan ‘7/m Mawaris,

—ye g2 -, . 4 . N . . ..
Fard’id®, Waris’ dan Kewarisan®. Perumusan ilmu waris ini didasarkan pada al-

Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam.

' C.S.T. Kansil, Pengantar!imu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 225.

2 Kata Mawaris merupakan bentuk jama’ dari kata /miras yang berarti maurus, harta yang
diwarisi, jadi bahasannya melihat harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebagai
objek dari hukum itu. Sedangkan Fara id merupakan jama' dari kata faridah yang mempunyai arti
malfridah atau muqgaddarah, suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Kedua term diatas
secara istilah tidak berbeda, yakni ilmu untuk mengetahui bagian-bagian rirkah yang harus
diberikan kepada ahli waris. Lihat Muhammad Muhyiddin Abd al Hamid, Alkam al-Mawaris fi
asy-Syari’ali al-Islamiyyah ‘ala Mazahib If A'immati al-Arba’ah, cet. ke-1 (Bairut: Dar al-Kutub,
1984/1404), hlm. 7.

3 Kata ini, yang menjadi titik beratnya adalah subjek hukum yakni orang yang berhak
menerima harta pusaka dari orang yang meninggal. Adapun warisan lebih pada objek hukumnya,
yakni harta yang ditinggalkan oleh si maypyit. Lihat pada Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), him. 1008.

4 Diambil dari kata “waris” dengan tambahan awal ‘ke’ dan akhiran ‘an’, mempunyai dua
pemaknaan. Pertama, hal ihwal orang yang menerima harta warisan. Kedua, hal ihwal peralihan
harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Kedua makna tersebut lebih pada proses dalam hal
waris atau warisan. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana,
2004), him. 6.



Aturan kewarisan tersebut telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya
yang termaktub dalam al-Qur’an, yang bersifat absolute dan universal bagi setiap
muslim untuk mewujudkan ke dataran realita sosial-masyarakat. Sebagai ajaran
universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur
yang berguna untuk senantiasa mengatasi segala kesulitan sesuai kondisi ruang
dan waktu.’

Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan syara’
yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima
bagian-bagiannya serta cara membaginya. Adapun hal-hal lain yang masih
memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul setelahnya, bersifat merinci
atau menegaskan, dijelaskan lebih lanjut dalam as-Sunnah. Ketika suatu hal baru
muncul dan tidak ditemukan dalam kedua rujukan atau sumber pokok hukum
Islam maka sudah menjadi tugas ulama untuk berijtihad dalam menjawab
persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.6

Sedangkan ilmu kewarisan masuk dalam kategori pembahasan hukum
mu’amalah. Hukum mu 'amalah sendiri sangat terkait erat dengan aspek realita
sosial maka perumusan dan penerapannya banyak mengacu pada fenomena sosial
tersebut. Keterkaitan dengan fenomena sosial dapat terlihat saat penetapan atau

pembentukan hukum kewarisan. Salah satunya ketika membicarakan tentang

konsep zawi al-Arham.

5 Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan
Tafsir Tematik, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him.1.

® Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, him. 3-4.



Secara etimologis zawi al-Arham, terdiri dari dua kata yang mempunyai
satu arti. Arham merupakan bentuk jama’ darl ralim artinya tempat berdiamnya
janin dalam kandungan ibu. Sedangkan secara terminologis berarti kerabat, baik
yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah maupun ibu.” Zawi al-Arham
menurut istilah ahli figh adalah pengakuan seseorang akan keterkaitan dengan
orang lain sebagai kerabat, baik kerabat dari pihak ashab al-Furud, asabah atau
orang lain.®

Berbeda halnya, di kalangan ulama sunni’ hanya dikhususkan
penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan
keturunan dan tidak disebutkan furtid-nya dalam al-Qur’an dan tidak pula
termasuk orang-orang pada kelompok ashab al-furud, asabah.'® Dengan demikian
secara sederhana bisa dikatakan bahwa zawi al-arham hanya diperuntukkan bagi
kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Mulailah muncul pertentangan, apakah zawi al-arham dalam pembagian

harta pusaka termasuk golongan yang berhak memperoleh atau tidak berhak

7 Muhammad ‘Ali as-Sabuni, al-Mawaris fi asy-Syzer’a/) al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab
wa as-Sunnah, cet.ke-1 (Kairo: Dar al-Qalam, t.t. ), hlm. 177.

8 Husnain Muhammad Makhluf, al-Mawaris i asy—Syar/_"all al-Islamiyyah, cet. ke-4 (ttp:
Matba‘ah al-Madany, 1976/1396), hlm. 131.

® Suynni merupkan nama dari berbagai kelompok atau mazhab fighiyyah yang mempunyai
kesepakatan akan pandanganny tentang wradisi Rasul dan sahabat sebelum terjadinya kemelut
yakni terpecahnya Islam menjadi tiga golongan yakni Ahl as-Sunnah, Khawarij dan Syi’ah.
Mereka disebut juga Ahl as-Sunnah wa al-Jama'‘ah, yang termasuk di dalamnya dan masih
bertahan ajarannya sampai sekarang adalah Imam Abd Hanifah(Hanafiyyah), Imam
Malik(Malikiyah), Imam asy-Syafi’i(Syafi’iyah), Imam Ahmad bin Hambal(Hanabilah). Lihat
Muchtar Adam, “Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Permasalahannya”, dalam Hukum Islam
di Indonesia; Pemikiran dan Praktek, Eddi Rudiana Arief dkk (peny), cet. ke-2, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1994), him. 212-216. Dan Ali Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalan
Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Imam Mazhab

(Jakarta: INIS, 1998), him. 1.

10 Muhammad *Ali as-Sﬁbﬁﬁi, al-Mawaris, him. 178.



memperoleh atas harta pusaka. Terdapat dua pendapat ulama, mereka yang
menolak keberadaan zZawi al-arflam dalam mengambil ketetapan hukumnya
bersumber dari firman Allah SWT, dan bagi mereka yang mengakui adanya
keberadaan zawi al-arham berdasar surat al-Anfal: 75 dan an-Nisa’ : 7. Golongan
pertama, pendapat Zaid ibn Sabit yang menolak adanya hak kewarisan, apabila
tidak ada zaw/ al-furid dan “ asabah atau jika adanya kelebihan dari Zawi al-furid,
harta pusaka diserahkan kepada Bait al-Mal. Pendapat ini diikuti oleh Imam
Malik, Imam Syafi’i dan Ibn Hazm."

Golongan kedua, pendapat jumhur sahabat, yaitu ‘Umar, ‘Ali bin Abi
Tholib, Ibn Mas’ud, Mu’az ibn Jabal dan Ibn ‘Abbas, yang menetapkan Zaws al-
arham berhak mewarisi apabila ahli waris zaws al-furird dan ¢ asabah tidak ada.
Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yustf, M. asy Syaibani."
Pada perkembangan selanjutnya, akhir abad ke-3 dan abad ke-4 H, ulama
Malikiyah dan Syafi’iyah menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah dan
Hanabila tentang ahli waris zawi al-arham termasuk yang berhak mendapatkan
harta pusaka walaupun berbeda dengan pendapat imam mereka, dikarenakan Bait
al-Mal tidak lagi dikelola dengan baik atau teratur disebabkan kezaliman para
penguasa.”

Dalam konteks ke-Indonesiaan, perkembangan sosial, politik, ekonomi dan

budaya yang cukup signifikan bukanlah ada dengan sendirinya, melainkan suatu

" Fatur Rahman, /lmu Waris, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma’arif, 1981), him. 352.

2 Ibid., hlm. 353.

" Hasbi ash-Shiddieqy, Fighul Mawaris, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), him.
227-228.



proses pemaknaan terus-menerus dan tiada hentinya. Begitupun dalam
menjalankan Syar7’311 atau hukum Islam, selalu mengalami benturan-benturan
dengan keberagaman adat dan kebudayaan masyarakat. Akibatnya banyak
bermunculan hukum yang hidup di tengahnya sesuai kepercayaan dan
keberagamaan masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat seperti itu telah
mendarah daging dan dijiwai dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Kini, masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak hanya memiliki
UU No.l Thn 1974 tentang perkawinan tapi juga telah memiliki KHI yang
berlaku di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengakomodir hukum-hukum
yang telah lama hidup di masyarakat dengan harapan membantu kerja para hakim,
khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara-perkara
bagi orang Islam. Dengan begitu, keseragaman tentang ketentuan-ketentuan
hukum Islam pada setiap keputusan Pengadilan Agama akan lebih terjamin.
Adapun harapan yang lain adalah untuk menampilkan corak khas figh Indonesia
disesuai dengan masyarakat muslim Indonesia.

[slam tidak menafikan sama sekali sebuah praktek dan kebiasaan yang
terjadi secara berulang-ulang atau hal-hal positif dalam masyarakat untuk
dijadikan sebagai kebiasaan yang mengikat. Tetapi penerimaan kebiasaan tersebut
melalui seleksi ketat, dalam artian tidak keluar dari nilai-nilai fundamental
Syari’ah, guna menuju terrealisasinya kemaslahatan dalam masyarakat.'* Dengan
tersusunnya KHI sebagai hukum positif dan unikatif, menjadikan hukum perdata

Islam bersifat publik dan dapat dipaksakan penerapannya.

“ Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama
Media, 2001), him. 33.



KHI merupakan hasil consensus (jma’) ulama Indonesia dan berbagai
golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari
kekuasaan Negara melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni
1991. Materi KHI diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab figh dari
berbagai mazhab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama
dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Pengadilan Agama sebelumnya hanya berkutat dalam pendapat-pendapat
imam mazhab yang ada dalam kitab-kitab figh. Karena belum tersusunnya buku
pedoman hukum perdata Islam bagi hakim, itulah kemudian menjadi pengambilan
putusannya mengalami disparitas yang cukup tinggi antara satu pengadilan
dengan pengadilan lain atau antara hakim satu dengan yang lain. Dengan kata
lain, different jugde different sentence. Dengan begitu fungsi KHI sebagai
jembatan problematika yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama sebagai
hukum materiil dan hukum formil dalam penyelesaian masalah (perkawinan,
hibah, wasiat, wakaf dan waris). Tidak hanya sebagai penserasi dalam penegakan
hukum tetapi juga mempercepat proses Tagarrub Bayn al-Ummah ke arah

minimalisasi pertentangan, menolak khilafiyah, dan mengubah cara pandang

i5 Kesemua kitab-kitab figh tersebut sebelumnya telah menjadi bahan rujukan para hakim
Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18
Februari 1958. Diantara kitab-kitab itu adalah al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi ‘ala_Talrir,
O;l/yﬁbT/Ma/m//Z Fath al-Wahab wa Syarhuhu, Tulifah, Targhib al-Musytaq, Qawanin asy-
S yzuv"’zl/z 1i Sayyid Usman ibn Yaliya, Qawanin asy-Syari’al li Sayyid Sadaqalt Dahlan, Syamsuri
i al-Fard’id, Bughyah al-Musytarsyidin, al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba *ah, dan Mughni al-Mufitaj.
Ketika dalam perumusan KHI, ke-13 kitab figh tersebut ditambah, kurang lebih kesemuanya 38
kitab dari berbagai mazhab, sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan dilokakaryakan
dengan berbagai elemen masyarakat. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
cet. ke-1 (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), hlm. 39-40.



masyarakat Islam selama ini tentang nilai-nilai hukum Islam yang selalu dianggap
merupakan urusan pribadi. 16

Pendekatan yang digunakan KHI dalam kompromisasi dengan hukum adat
masyarakat Indonesia yang terkenal hetero ginitasnya melalui pemahaman sumber-
sumber hukum Islam terhadap budaya masyarakat setempat. Hal ini menuntut
adanya pembaharuan (tajdid) hukum Islam yang dikontekskan dengan norma-
norma hukum adat yang telah hidup subur di tengah masyarakat. Dengan kata
lain, mengislamisasi hukum adat sekaligus berupaya mendekatkan hukum adat ke
dalam Islam.'” Akhirnya KHI sebagai produk pembaharuan hukum Islam
Indonesia menghasilkan tiga kitab hukum salah satu pokok bahasannya adalah
Hukum Waris. Adapun produk dari KHI adalah ahli waris pengganti yang
menjadikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas
harta pusaka. Adanya Pasal ini, KHI melihat di kalangan masyarakat Indonesia
banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya
meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan
terhadap anak yang ditinggalakan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya
hidup mendapat bagian harta pusaka.

Sedangkan dalam kewarisan Islam adanya golongan yang keberhakannya
menerima harta pusaka ketika tidak bersamaan dengan Zawi al-furud atau ‘ asabah
disebut dengan ahli waris zawi al-arham. Dalam hal ini, yang termasuk dalam

Zawi al-arham adalah ahli warls yang tidak mendapat bagian pokok (z'aw7 al-

' M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Pengadilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Moh. Mahfud Md (ed), cet. ke-1
(Yoyakarta: UII Press, 1993), him. 60-66.

7 Ibid., him. 76.



furud) atau menerima sisa ( ‘asabah) atau bisa dikatakan kerabat yang mempunyai
hubungan darah dari jalur perempuan. Ketika ini dihadapkan pada suatu kasus
kewarisan dirasa kurang membawa keadilan dan kemaslahatan. Seperti pewaris
meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan
meninggal lebih dahulu dari pada pewaris dan ia mempunyai seorang anak laki-
laki dan anak perempuan (cucu pewaris). Dengan begitu anak laki-laki pewaris
mendapatkan harta seluruhnya karena termasuk ‘asabafh dan kedua cucu pewaris
tidak mendapat hak apapun karena adanya anak laki-laki tersebut.

Berbeda menurut KHI mengenai permasalah tersebut, sebab cucu pewaris
masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga termasuk dari
kategori kerabat. KHI memandang kedua anak dari anak perempuan (cucu
pewaris) tersebut mempunyai hak atas harta pusaka melalui jalur sebagai ahli
waris pengganti orang tuanya. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 185 ayat 1
dan 2.

Melihat hal tersebut, ada indikasi yang menunjukkan bahwa ketentuan
KHI yang mencoba memposisikan Zawi al-arham termasuk ahli waris yang
berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan
kemaslahatan bagi ahli waris Zawi al-arham.

Hal inilah, yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti
lebih jauh mengenai ahli waris zawi al-arham dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan judul Kewarisan Ahli Waris Zawi al-Arham dalam Kompilasi Hukum

Islam.



B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang
hendak dicari jawabanya yakni bagaimana kedudukan ahli waris zawi al-atham

dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian :
Mengetahui lebih jauh posisi ahli waris zaws al-arham dalam Kompilasi
Hukum Islam.

b. Kegunaan penelitian :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemahaman
kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama tentang kewarisan yang
berkaitan dengan ahli waris zawi al-arham dalam Kompilasi Hukum
[slam.

2. Menambah khzanah pustaka Islam terutama dalam bidang hukum

kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan pengetahuan penyusun terhadap penelitian yang membahas
tentang kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam,

belum ada satupun penelitian yang mengkaji tentang ahli waris zawi al-arham

dalam KHI, yakni bab II tentang kewarisan.



10

Sementara itu, ada beberapa penelitian yang mengkaji secara khusus ahli
waris zawi al-arham dalam prespektif hukum kewarisan Islam, di antaranya:

1. Muhammad Burhan, Studi Perbandingan Tentang Konsep Dzawi Al-Arham
Dalam Hukum Kewarisan."®

2. Nur Yahya, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang zawi al-arham dalam Hukum
Kewarisan Islam."”

Skripsi yang disusun Muhammad Burhan, titik penekanannya diarahkan
pada pertentangan pemikiran akan konsep zawi al-arham dalam pandangan sunni
dan konsep mawali yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai pemikiran baru
kewarisan yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Sementara skripsi Nur Yahya, pembahasannya lebih fokus pada pemikiran
tokoh, yakni Fazlur Rahman dengan pemikiran-pemikiran lain yang berkenaan
mengenai ahli waris zawi al-arham dalam kewarisan Islam dan menempatkan
zawi al-arham sebagai pengganti kedudukan ayah dalam hal kewarisan walupun
masih adanya paman. Kedua skripsi di atas, hanya berkutat dalam pembahasan
konsep zawi al-arham dalam kewarisan Islam secara konseptual dengan
mengetengahkan pendapat-pendapat beberapa ahli, seperti Hazairin, Fazlur

Rahman dan golongan sunni. Adapun dalam bentuk artikel penyusun menemukan

bahasan tersebut, yang ditulis oleh Hajar M, Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris

18 Muhammad Burhan, “Studi Perbandingan Tentang Konsep Dzawi Al-Arham Dalam
Hukum Kewarisa”, Skripsi Fakultas Syariah, 1984.

' Nur Yahya, “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zawi al-Arham dalam Hukum
Kewarisan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah, 1990.



11

Zul Arham dalam Perspektif Ulama,*

pokok bahasannya lebih pada cara
pembagian harta ahli waris zawi al-arham dalam lingkup kewarisan Islam. Sedang
dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam penyusun menemukan skripsi yang
berkenaan dengan ahli waris dalam konteks KHI secara keseluruhan, yakni Imas
Masturoh?!, Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai
pokok bahasannya diarahkan pada problematika dalam penggolongan Ahli waris,
membahasa secara singkat dan umum mengenai kewarisan ahli waris zawi al-
arham, tidak adanya pembahasan yang sangat mendetail tapi hanya
mempertanyakan kembali terhadap tidak adanya Pasal yang lebih rinci tentang
penggolongan ahli waris. Membahas pula tentang kedudukan dan ketentuan ahli

waris pengganti dan ketentuan wasiat wajibah serta sebab-sebab penghalang

seseorang menerima harta waris.

E. Kerangka Teoretik
Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pangkal dari sistem berfikir dalam
Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur
kehidupan manusia. Karena masih bersifat universal, perlua adanya pemahaman
baru yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.
Syari’ah Islam mengatur akan suatu hukum, ada yang masih bersifat
umum dan ada yang bersifat terperinci atau detail, seperti halnya kewarisan Islam,

menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia

20 Hajar M, “Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris Zul Arham dalam Perspektif Ulama,”
Jurnal An-Nida’ No CXXIV Thn XXII (Agustus-September, 1998), hlm 18.

2! |mas Masturoh, “Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi
Fakultas Syari’ah, 2001.
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kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan
antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil bagiannya dan lain
sebagainya. Ketetapan tersebut secara langsung tertulis dalam al-Qur’an yang
kemudian dijelaskan dengan as-Sunnah.”? Dengan begitu waris merupakan salah
satu bentuk kepemilikan yang legal dan benar oleh Allah SWT.

Walaupun telah dijelaskan ketetapan hukum waris dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah, masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beragam, karena terbentur
dengan perubahan ruang dan waktu (kondisi sosial, ekonomi, politik). Bisa dilihat
hasil produk hukum (figh) sebagai bentuk kedinamisan hukum Islam, terlihat
dalam pengambilan istimbat al-hukm yang berlainan mengenai pemahaman dalil
dari masadir al-hukm, begitu pula yang terjadi pada pembahasan ahli waris zawi

al-arham, adapun landasan dalil dari #ass al-Qur’an sebagai berikut:

23 s ) .

ST 8 e gl pean VI
24 . o

Lo g pin Lnai 55

Nass di atas termasuk dalil yang bersifat zanni karena masih memerlukan

penta’wilan lebih lanjut akan lafad arfam dan garabah yang masih bermakna

umum. Sehingga dimungkinkan adanya suatu makna dibalik nass atau adanya

kemungkinan mengandung suatu pengertian lain.

22 § N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein, cet.ke-
I(Surabaya: AmarPress, 1991), him. 65.

2 al-Anfal (8) : 75.

M An-Nisa’ (4): 7.
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Abt Zahrah®® membagi beberapa kategori akan dalil nass yang tidak jelas
dari segi bahasa, lafad arfam dan qarabah termasuk kata yang mujmal karena
mengandung pengertian yang banyak. Sehingga harus memilih makna yang di
antara makna tersebut, mengetahuinya dengan ditafsiri, diteliti dan dipikir secara
mendalam.

Dari itu, zawi al-arham bisa dimasukkan sebagai kerabat, menurut fugaha
lebih menitikberatkan pada jalur perempuan dalam segi istilah. Keumuman lafad
garabah menjadikan adanya indikasi semua yang mempunyai hubungan kerabat
dengan pewaris mempunyai hak atau tidak sama sekali dalam pembagian harta
pusaka. Baik itu, kerabat laki-laki atau perempuan, dari jalur ke bawah, samping
ataupun atas, sesuai dengan besar kecilnya bagian sebagaimana yang telah di-
nass-kan dalam al-Qur’an.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan, al-Qur’an dan as-
Sunnah telah memberikan garis hukum yang jelas dan terperinci. Hukum waris
merupakan sebuah pernyataan tekstual yang tercantum dalam nass-nass al-Qur’an
dan as-Sunnah, berlaku secara universal bagi umat Islam dan mengandung nilai-
nilai yang bersifat abadi.?®

Terbukanya ruang untuk berijtihad tatkala tidak diketemukan dalil-dalil
pada sumber hukum yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Jjtihad akan mengahasilkan
produk hukum (figh) yang relevan dan mampu menjawab permasalahan baru

kewarisan sesuai dengan konteks masyarakat tersebut. Dari situ, bisa diukur akan

25 Abii Zahrah, Usdl al-Figh, (ttp : Dar al-Fikr al-*Arabi, t.t.), him. 131

2 1dris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pustaka
Jaya, 1995), him. 1-2.
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sejauhmana kontekstualisasi figh berkembang beriringan di tengah kehidupan riil
masyarakat.

Sungguhpun demikian, hendaknya ijtihad dilakukan dalam batas yang
telah digariskan oleh syara’, yakni tetap memegang nilai-nilai universal yag
tertulis di dalam nass al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagai upaya manusia menggali
makna-makna tersirat di dalamnya, sehingga memunculkan istimbat al-hukm.
Istimbat al-hukm memunculkan formulasi-formulasi hukum terapan, figh
merupakan konsep fungsional mencoba memahami, menyikapi terhadap syara’
yang bersifat luas dan dinamis.?’

Sesuai konteks keadaan di atas, seiring berjalannya waktu, bisa
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum Islam. Hal ini mendasari
akan hukum Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, sebagai
hukum nasional. Adanya langkah konkrit yang dilakukan ke arah Daru at-T. aqain
(periode perundang-undangan),28 yang kemudian lahirnya Kompilasi Hukum
Islam sebagai reintepretasi dari pemahaman hukum Islam klasik kepada
pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Dengan memahami Syari’ah sebagai kemajuan dan perkembangan yang

kontinu dalam berbagai realitas dan peristiwa menjadikan Syari’alh senantiasa

27 A, Masa’id Ghufran, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1994), him. 121-122.

% Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga
Ukhuwah, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), him. 121-122.
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tetap autentik, up to date dan modern.’Sehingga mendapatkan rumusan hukum
yang lebih matang dan berdimensi rasional, praktis dan aktual.

Al-Qur’an sendiri memuat semangat legislasi ke arah realisasi progresif
dari nilai-nilai fundamental tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam
legislasi baru, sebagai legislasi aktual dengan menerima kondisi sosial sebagai
rujukan.*®

Menjadi titik tolak akan perlunya pertimbangan dan kajian ulang,
manakala terjadi perubahan waktu(kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik),
dengan tanpa merubah dalil nass yang baku, melainkan intrepretasi kontekstual
dari nass tersebut mengacu ke alam pikiran dalam konteks Indonesia.
Sebagaimana yang terjadi dalam hal kewarisan Islam bersanding dengan berbagai
model kewarisan adat di Indonesia yang sangat beragam sesuai dengan
lingkungan adat masing-masing.

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan masyarakat Indonesia
dalam memahami hukum Islam sebagai kebiasaan dan menjadikan suatu tradisi.
Hukum Islam sebagai hukum bawaan mengalami titik temu dengan hukum adat
masyarakat, yang kemudian berjalan beriringan dalam sendi-sendi kehidupan.
Bagi masyarakat Indonesia, agama Islam merupakan agama mayoritas yang
dipeluk kebanyakan penduduk dan mereka sering diklaim sebagai muslim yang
bermazhab Syafi’i tetapi sebenarnya tidak menafikan pemikiran hukum di

masyarakat dengan mazhab lain.

2 Muhammad Said al-Asymawi, Usdl asy-Syari’ah, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan
judul”Nalar Kritik Syari’ah”, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 90.

30 Fazlur Rahman, Is/am, alih bahasa M. Ahsin, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.
45,
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Nantinya dalam perumusan hukum waris pada KHI harus
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dengan menggunakan
metode mengislamisasikan hukum adat sebagai hukum yang tidak bertentangan
dengan Syﬂr;"alz Islam. Sebagaimana ketika melihat kerabat sebagai orang yang
berhak menerima harta pusaka atau tidak.

Metode pembaharuan hukum Islam seperti ini sering diketahui melalui
istislah dan ‘urf dalam disiplin ilmu wsu/ figh. Keduanya dipandang mampu
sebagai alat untuk menetapkan hukum, karena memberikan kesempatan yang luas
untuk berijtihad dan secara jelas menemukan pada tujuan hukum Islam, yakni
keadilan dan kemaslahatan.

Istislah atau maslahah mursalah, merupakan pengambilan hukum demi
kemaslahatan, karena tidak diketemukan dalil juz i yang menunjukkan ketetapan
atau larangan menggunakan istigra’ atau induksi dari sejumlah ayat.’!
Kemaslahatan sebagai dasar bagi pembaharuan hukum Islam haruslah bersifat
rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan
benar-benar bermanfaat dan sekaligus menghindari atau menolak kerusakan.
Selain itu, maslahah tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan
untuk kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu. Berdasarkan hal ini,
maka dikembangkan kaidah-kaidah fighiyyah sebagai kerangka praktis untuk

mencapai kemaslahatan sebagai berikut :

3 Abdul Wahab Khalaf, ‘flm Usul al-Figh, cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam,
1978/1398), him. 84.
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Sedangkan ‘urf merupakan suatu hal yang positif, telah dikenal orang
banyak dan telah menjadi adat kebiasaan serta telah berlangsung ajeg(konstan) di
tengah masyarakat, baik itu berbentuk perkataan, perbuatan atau keadaan
meninggalkan.®® ‘Urf digunakan bila tidak ada nass secara tegas menjelaskan
ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa. Dari ketentuan ‘urf, para ulama

merumuskan ke dalam kaidah-kaidah fighiyyah diantara yang mendasar :

35
LS salall
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F. Metode Penelitian
Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka
diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan

skripsi ini, adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

32 Jamal ad-D—i_r_l ‘Abd al-Rahman asy-Syuyiti, a/~-Asybalt wa an-Nazair fi Qawa’id wa
Furii’ Figh asy-Syafi’i, cet. ke-1 (Bairut: Muassasah al-Kutub asy-Syaqafiyyah, 1994/1415
Hukum), him. 158.

B Ahmad Nazawi, al-Qawd’id al-Fighiyyal, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Qalam,
1986/1406 H ), him, 145.

3% Abh Zalrah, Usil al-Fighhlm. 90.
35 Jamal ad-Din ‘Abd al-Rahman asy-Syuyﬁt_i, al-Asybah, hlm, 119.

% Ahmad Nazawi, a/-Qawa’id, hlm. 123.
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1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan
adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian kepustakaan
yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang
diterima kebenarannya dalam literatur, yang ada relevansinya dengan masalah
yang hendak dikaji (ahli waris zawi al-Arham) lebih lanjut guna mencari landasan
pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun
jurnal-jurnal yang mendukung kajian.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik’’ yaitu dengan berusaha mengumpulkan
data sebayak-banyaknya mengenai ahli waris zawi al-Arham kemudian dianalisis
secara mendalam dalam konteks Indonesia untuk diketahui kedudukannya dalam
Kompilasi Hukum Islam.
3. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan datanya adalah dengan membaca, menelaah,
memahami dan mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan
permasalahan atau pembahasan. Dalam hal ini, data primer yang penyusun
gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan, Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia oleh Sujuti Tholib, Kompilasi Hukum Kewarisan
Islam oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya dan al-Mawaris fi asy-Syari’ah al-

[slamiyyah i Dau’il Kitabi wa as-Sunnah oleh Muhammad ‘Ali as-Sabuni.

3 Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 245.
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Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, serta jurnal-jurnal atau majalah-
majalah yang ada kaitannya dengan sumber di atas.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu
suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai ketentuan-ketentuan
hukum yang terdapat dalam nass-nass hukum (al-Qur’an dan as-sunnah) yang ada
kaitannya dengan pembahasan ahli waris zaws al-arham. Kemudian ditarik pada
kedudukan ahli waris zaws al-arham dalam Kompilasi Hukum Islam.
5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi
dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa dan mengevaluasi
hal-hal yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa dalam
hal yang umum itu ada bukti kekhususannya.’® Dalam hal ini berangkat dari
gambaran umum tentang ahli waris zawi al-arham dalam kewarisan Islam untuk
mengetahui kedudukan ahli waris Zaws al-arham di dalamnya, yang nantinya
digunakan untuk menelaah posisi ahli waris zaw/ al-arham dalam Kompilasi

Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Langkah-langkah dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan
memberikan gambaran jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab,

yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

® Sutrisno Hadi, Metode Research, cet.ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), him. 34,
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Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini
dimaksudkan mampu memberikan gambaran akan permasalahan dan signifikasi
adanya penelitian ini.

Bab kedua, pembahasannya lebih pada gambaran tentang Zaws al-arham
dalam kewarisan Islam, sebagai landasan untuk membantu dalam menganalisa
bab empat nantinya. Adapun pembahasan bab ini meliputi; pengertian dan
landasan hukum ahli waris Z'awyal-arl_)a'm, syarat-syarat ahli waris Zaw?al—ar],zém,
tingkatan-tingkatan pengelompokan ahli waris zaw; al-arham dan penjelasan cara
membagi bagian harta waris Z'awfal-arlzém.

Bab ketiga, pada bab ini lebih mengarah terhadap pengdiskripsian tentang
Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup pembahasan; sistematika kewarisan
KHI, asas-asas yang dianut KHI, pengelompokan ahli waris dalam KH]J dan ahlj
waris Zaw?a]—ar],zém dalam KHI,

Bab keempat, dalam pembahasan bab ini merupakan upaya penganalisaan
terhadap permasalahan penelitian yekni, status ahli waris zaws al-arham dalam
kewarisan Islam dan normatif ahli waris Zawi al-arlam dalam KHI sebagai
persoalan dalam skripsi ini.

Bab kelima, penutup sebagai jawaban dari permasalah yang diteliti,
sebagaimana yang diuraikan di atas, memuat tentang kesimpulan dari seluruh
hasil penelitian. Dan terdapat saran-saran kepada pihak-pihak yang berkenaan

dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan
pembahasan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Bahwa kedudukan ahli waris dari golongan Zaws al-arham secara yuridis
diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapqn bentuknya dengan memberikan hak
untuk menerima harta peninggalan pewaris melalui sistem penggantian ahli waris.
Sedangkan jumhur ulama lebih memberikan haknya setelah tidak adanya ahli
waris Zawi al-furud dan ‘asabah. Keberadaan zawi al-arham secara tersirat
termuat pada Pasal 185 ayat (1), dan besarnya bagian yang berhak diterimanya
ada pada Pasal 185 ayat (2). Dengan adanya Pasal tersebut, ahli waris zawi al-
arham mendapat angin segar tentang keberhakannya menerima harta peninggalan
ketika orang tua lebih dahulu meninggal (anak pewaris) ketimbang pewaris
(kakek). Kompilasi beranggapan mereka (keturunan anak, keturunan saudara dll)
berhak menerima dari bagian orang tuanya sebagai pengganti hak menerima harta
peninggalan pada saat orang tua masih hidup. Dengan begitu, menandakan
Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan keturunan anak (cucu pewaris) baik
dari jalur anak laki-laki ataupun dari jalur anak perempuan, dan tetap berpegang

dengan format 2:1.
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Adapun, yang termasuk ahli pengganti tidak hanya dari golongan zawi a/-
arham secara keseluruhan. Tetapi, adanya ahli waris dari golongan zawi al-furiud
seperti cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dan nenek, serta dari golongan
‘asabah yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan begitu, menandakan
bahwa KHI mensejajarkan kedudukan keturunan anak, keturunan saudara, kakek
dan nenek, tidak memandang dari jalur laki-laki atau jalur perempuan.

Oleh sebab itu, kedudukan ahli waris zawi al-arham (keturunan jalur
perempuan)mempunyai bagian sama dengan keturunan jalur laki-laki(zawi al-
furud dan ‘asabal) dalam hal keberhakan menerima bagian harta sebagai
pengganti ahli waris yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris. Sehingga
keturunan anak, keturunan saudara, kakek ataupun nenek, lebih dimungkinkan
untuk solusi saat menyelesaikan persoalan penggantian ahli waris di tengah
masyarakat sebagai upaya KHI agar memperoleh keadilan dan kemaslahatan bagi
anak (keturunan anak, keturunan saudara, kakek dan nenek) dalam mendapatkan
keberhakan penerima harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Akhirnya,
KHI dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) mencoba memberikan jalan keluar yang
terbaik bagi keberadaan mereka untuk mendapatkan bagian harta peninggalan

dengan jalan pengganti ahli waris.

B. Saran-saran
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yudikatit hendaknya memberi
sarana untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya

pembelajaran berhukum bagi masyarakat khususnya dalam bidang
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kewarisan, kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia. Dengan harapan
terciptanya masyarakat yang sadar hukum terhadap segala peraturan
perundanng-undangan yang telah ditetapkan.

. Hakim-hakim Pengadilan Agama yang menemukan permasalahan seperti
itu, hendaknya bisa lebih arif dalam mengambil keputusan, demi
terciptanya keadilan bagi orang yang berperkara. Tanpa ada salah satu
pihak yang merasa diambil haknya.

. Dari hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah
pembendaharaan ilmiah tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam menentukan rancangan hukum kewarisan Nasional, karena masalah
kewarisan syarat akan kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat.
Dengan keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha
dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari
sempurna, sehingga masih membutuhkan saran, teguran sapa dan kritik
yang membangun. Akhirnya, wallahu a‘lamv bi as-sawab wa al-

hamdulillahi rabb al-*‘dlamin.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

FN

Hlm

Babl

8]

23

24

12

12

_Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya(daripada yang bukan kerabat) di dalam

| kitab Allah.

Bagi orang laki-laki adalah bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.

32

17

Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu
harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

33

17

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada
menarik kemaslahatan.

Adat kebiasan itu ditetapkan sebagai hukum

36

LA

Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran
berubahya waktu.

FN

Hlm

Bab 11

23

dan tidaklah Tuhanmu lupa.

10

24

Aku pernah memohon keada Allah yang Maha Perkasa
lagi Maha Agung akan bagian waris paman dan bibi
dari pihak ibu. Lalu Allah mengisyaratkan kepadaku
bahwa tidak ada bagian warisan sama sekali bagi
keduanya.

16

10

21

26

28

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

Pengambilan suatu ibarat adalah berdasarkan
keumuman /afad bukan menurut kekhususan sebab.

11

28

Bagi orang laki-laki adalah bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.

24

29

Apakah kalian mengetahui keturunan dari dia (Sabit
bin Dahdah). Mereka menjawab, tidak tahu ya
Rasulullah SAW, Nabi memanggil anak laki-laki
saudara perempuannya (Abu Lubab bin ‘Abd al-
Munzir), kemudian memberikan bagian warisan
kepadanya.

25

29

| Allah dan Rasul-nya adalah ahli waris bagi orang yang




14

tidak mempunyai ahli waris. Paman dari pihak ibu pun
menjadi ahli waris bagi mereka yang tidak mempunyai
ahli waris.

26

30

Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hartanya
itu untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris orang
yang tidak mempunyai ahli waris. Aku bisa mengikat
dan mewarisi. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris
orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia bisa
mengikat dan mewarisi.

15

27

30

Bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu
pahala, sedangkan bersedekah kepada kerabat
mendapatkan dua pahala, yakni pahala sedekah dan
pahala penyambung kekerabatan.

30

31

Allah dan Rasul-nya adalah ahli waris bagi orang yang
tidak mempunyai ahli waris. Paman dari pihak ibu pun
menjadi ahli waris bagi mereka yang tidak mempunyai
ahli waris.

17

36

33

Ketika tidak ada seorang dari golongan ‘asabah
nasabiyah maupun seorang dari golongan Zawi al-
furud nasabiyah, maka harta peninggalan dan sisa
harta peninggalan untuk Zawis al-arham.

18

49

42

Aku memberi saudara perempuan ibu sebayak
sepertiga sedangkan saudara peremuan ayah dua
pertiga.

50

42

Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan cucu
perempuan dan anak perempuan dari saudara
perempuan. Diantara keduanya mendapat bagian harta
peninggalan sebesar seperdua.

10

Hlm
92

Bab IV

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada
menarik kemaslahatan.

11

15

93

Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu
harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

98

Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran
berubahya waktu.

99

Adat kebiasan itu ditetapkan sebagai hukum

24

21

105

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami
jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-
orang yang kamu teah bersumpah setia dengan
mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

25

24

106

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
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BIOGRAFI ULAMA

A. Abu Zahrah, Muhammad

B.

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama,
perbandingan mazhab, dan ahli figh dan asu/ al-figh. Setelah menyelesaikan
studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, ia mendapat tugas belajar di
Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari
studinya di Prancis ia di tolak oleh almamaternya, akan tetapi di terima di
Universitas Kairo sebagai desen tetap di wuniversitas ini beliau
mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum
Istam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas
memintanya untuk mengajar di sana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya:
Tariklh al-Mazalib al-Islamiyyah, Usul al-Figh, al-Jarimah wa al-‘Ugubah, al-
Alhwal asy-Syalsiyyah, Aqd az-Zawaj wa Asaruh dan lain sebagainya.

Abu Dawud, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’a$ ibn
Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr ibn ‘Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di
kota Azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di Basrah pada bulan
Syawal tahun 275 H/889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri untuk menghimpun,
menyusun dan mndengarkan hadis-hadis ke Khurasan,Iraq, al-Jazirah (barat
aut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz (‘ Arabia), dan Mesir.

Beliau tekun belajar hampir kepada semua ahli hadis dan para hafiz di
semua negara Islam. Tidak kurang dari 49 Guru. Beliau juga tekun
mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi
ahli hadis dan fuqaha’, diantaranya Imam Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibani,
dan Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dahhak as-Salmi at-Tirmizi,
yaitu penyusun Sunan at-Tirmizi.

. Basyir, Ahmad Azhar

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928, di besarkan di
lingkungan masyarakat yang kuat berpegang kepada ajaran agama di Kauman
Yogyakarta. Ayahnya bernama Kyai M. Basyir dan ibunya Siti Djilalah.

Beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri (PTAIN; sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta.
dan memperoleh gelar Magister dalam bidang Islamic Studies dengan tesis
Nizam al-Miras i Indunisia, Bain al-*Urf wa asy-Syari‘ali al-Islamiyyal
(Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam) di Dar
al-‘Ulum Cairo University, Mesir.

Jabatan yang pernah beliau pegang antara lain Ketua Umum PP.
Muhammadiyyah, Ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyyah, anggota
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Lembaga Figh Islam OKI, Ketua Jurusan Filsatat Agama UGM, anggota tim
pengkaji  hukum Islam dan pembinaan hukum nasioanal Departemen
Kehakiman serta Dosen [AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar
Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia,
Hubungan Agama dan Pancasila, Falsafah Ibadah dalam Islam Asas-asas
Hukum Mu'amalat, dan Citra Masyarakat Muslim.

Wafat pada tgl. 28 Juni 1994, pukul 04.30 WIB.

. Hazairin

Hazairin dilahirkan tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi Sumatera
Barat. Pendidikannya dimulai di HIS bengkulu tahun 1920. Melanjutkan ke
MULO Padang tahun 1923. setelah itu Hazairin masuk ke AMS di bandung
dan selesai pada tahun 1927. kemudian melanjutkan kulia di RHS Batavia,
hingga memperoleh gelar Mr (master in De Rechten) pada 21 Agustus 1935.
gelar doktornya diperoleh pada tahun 1936 dengan disertasi De Redjang, yaitu
Hukum Adat Redjang.

Sebagai ilmuwan yang disegani Hazairin mengabdikan ilmunya di banyak
tempat, yaitu: Dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia. Pendiri sekaligus
Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta pada
tahun 1952, Hazairin di angkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat
dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Menjabat sebagai ketua Majelis
[Imiyah Islamiyah sekaligus Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
tahun 1962-1975.

Hazairin meninggal dunia pada tanggal 11 November 1975 di Jakarta.
Karya-karya yang ditinggalkan ialah De Rdjang (desertasi Doktor 1936),
Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Sunnah, Hukum
Kewarisan dan Sistem Bilateral, Hukum Keluarga Nasional, Hendak Ke
manakah Hukum Islam, Hukum Baru di Indonesia dan sebagainya.

. Ibnu Majah, Imam

[bnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin,
salah satu kota di Iran., Nama lengkap Imam hadis yang terkenal dengan
sebutan nenek moyang ini ialah: Abu “‘Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. Beliau
lahir di Qazwin pada tahun 207 H/887 M.

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama
Sunan Ibnu Majah. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis da’if, bahkan tidak
sedikit hadis yang munkar. Oleh karenanya, banyak ulama yang memandang
bahwa kitab ini tidak termasuk pokok kelima dalam rangkaian kutub as-Sittah,
melainkan Muwatta Imam Malik.



F. Malik, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin
Amir bin ‘Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin ‘Amr bin Haris Asbahi.
Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179 H/795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli figh, mujtahid, dan pendiri mazhab
Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab al-Muwatta’ Ada
beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imam Malik antara lain yaitu: al-
Mudawwanah al-Kubra adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu
‘Abdus Salam bin Sa’id at-Tamukhi yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik
terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

G. Asy-Syafi’i, Imam

Nama lengkap beliau Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i.
Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir
pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli
tafsir, ahli figh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul figh, dan
pendiri madzhab Syafi’i. Diantara karya beliau adalah: ar-Risalah, al-Qiyas,
Ibtal al-Thtihsan, al-Tkhtilaf al-Hadis, dan al-Unim..

H. Sabiq, as- Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo.
Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul
Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar [jtihad dan menganjurkan
kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi
professor di Jurusan Hukum di Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah /7igh as-Sunnah dan Quidah
al-Fighiyyah.

I. Shiddieqy, T.M. Hasbi

Nama lengkap beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
dilahirkan di Loksemaweih, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau
adalah putra dari Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai
hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Shiddieqy. Pertama-tama beliau
belajar dari ayahnya, kemudian di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun.
Sejak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta.
Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam [Imu-ilmu Syari’ah Islam pada
tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975, beliau dianugerahi gelar Doctor
Honoris Causa dalam bidang [lmu Syari’ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku,
antara lain; Tafsir An-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan
Dalam Islam, Peradilan & Hukum Acara Islam, limu Figh Islam, dan lain-
lain.
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K. Nasa’i, Imam

Nama lengkap adalah Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin
Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa’ yang masih termasuk
wilayah Khurasan. Beliau adalah seorang muhaddis yang meurut sebagian
ulama lebih hafid dari pada Imam Muslim. Karya beliau yang utama adalah
Sunan Kubra, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan al-Nasa’i. kitab ini
adalah kitab sunan yang muncul setelah sahihain yang paling sedikit hadis
da’ifnya, belaiu wafat tahun 303 H/915 M di al-Ramlah

L. At-Tirmizi, Imam
Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Muhammad ‘Isa berasal dari
desa Tirmizi di tepi sungai Jiha di Bukhar, beliau lahir tahun 200 H dan
wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadis dan juga penulis terkenal
di mana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan
suatu keputusan, meskipun tingkatannya di bawah Sahih Bukhari dan Sahih
Muslim.
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b. Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM)

PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2003-2005
¢. Bendahara Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH)

PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2005-......
d. Pembina MTs. Wahid Hasyim

Koordinator Dirosah Islamiyah Tahun 2005-......
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